
 

 

 BAB I 

PENDAHULUAN 

A.      Latar Belakang Masalah 

Berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dilatarbelakangi oleh kondisi 

ekonomi Indonesia yang tengah mengalami restrukturisasi ekonomi. Restrukturisasi 

perekonomian di Indonesia itu terwujud dalam berbagai kebijakan, baik di bidang keuangan, 

moneter, termasuk dalam bidang perbankan. Selain itu, berdirinya BPRS dilatarbelakangi pula 

oleh adanya peluang bagi pengembangan Bank Islam dalam Undang-undang perbankan, yang 

membolehkan menggunakan prinsip bagi hasil. 

Kehadiran BPRS diharapkan dapat meningkatkan kesejahtraan umat islam terutama 

masyarakat golongan ekonomi lemah. Hal ini disebabkan yang menjadi sasaran utama dari 

BPRS adalah umat Islam yang berada di pedesaan dan tingkat kecamatan. Masyarakat yang 

berada di kawasan tersebut pada umumnya termasuk pada masyarakat golongan ekonomi lemah. 

Kehadiran BPRS bisa menjadi sumber permodalan bagi pengembangan usaha-usaha masyarakat 

golongan ekonomi lemah, sehingga pada gilirannya bisa meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan.
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Pemerintah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang 

Perbankan Syariah, menjelaskan ada dua jenis Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu BPR yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan BPR yang berdasarkan prinsip syariah 

(BPRS). Bank Perkreditan Rakyat (BPR), menurut Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2008, 

adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip 

syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fokus 
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utama usaha BPRS pada pembentukan dan pengembangan UMKM dengan menyediakan modal 

untuk usaha (bukan untuk konsumsi), tidak memberikan kredit melainkan pembiayaan 

(permodalan), risiko usaha ditanggung bersama, bentuk usahanya berbentuk investasi bersama 

(partnership) dengan sistem bagi hasil dan bagi risiko, memiliki cara untuk meringankan calon 

nasabah dari keharusan memiliki jaminan kredit (collateral). Dalam aktivitasnya, BPRS akan 

dihadapkan dengan berbagai permasalahan seputar fungsi dasar perbankan. Pembiayaan 

merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk 

memenuhi pihak-pihak yang memerlukan pendanaan. Untuk itu bank syariah dalam 

menyalurkan pembiayaannya harus berdasarkan dua prinsip perbankan syariah yang mendasar. 

Pertama, prinsip keadilan, pembiayaan harus saling menguntungkan baik bagi pihak pengguna 

dana maupun pihak penyedia dana. Kedua, prinsip kepercayaan, merupakan landasan dalam 

menentukan persetujuan pembiayaan yang akan diberikan. Banyak BPRS yang belum mampu 

secara maksimal dalam mengelola sumber daya mereka, sebagai contoh di satu sisi bank-bank 

yang mengalami under-liquid akan kesulitan di dalam melakukan aktivitas bisnisnya secara 

maksimal dikarenakan kekurangan modal sebagai dasar beraktivitas. Di sisi lain, bank-bank yang 

mengalami over-liquid juga akan mengalami permasalahan, mereka akan kesulitan di dalam 

menyalurkan dana-dana tersebut dan berisiko terjadinya kredit tidak tertagih.    

Tingkat kesehatan bank merupakan penjabaran dari kondisi faktor-faktor keuangan dan 

pengelolaan bank serta tingkat ketaatan bank terhadap pemenuhan peraturan. Tidak 

dijalankannya prinsip kehati-hatian oleh bank dalam melakukan usahanya akan dapat 

mengakibatkan bank yang bersangkutan mengalami kesulitan yang dapat membahayakan 

kelangsungan usahanya. Bahkan, bank dapat gagal melaksanakan kewajibannya kepada 



 

 

nasabahnya
2
. Manajemen harus menetapkan berapa target kredit yang harus disalurkan setiap 

periode. Manajemen juga harus memerhatikan kualitas kreditnya. Hal ini penting karena kualitas 

kredit berkaitan dengan risiko kemacetan (bermasalah) suatu kredit yang disalurkan. Artinya 

makin berkualitas kredit yang diberikan, maka akan memperkecil risiko terhadap kemungkinan 

kredit tersebut macet atau bermasalah. Oleh karena itu, dalam hal ini bank perlu menerapkan 

prinsip kehatihatian dalam menyalurkan kredit dengan perlu memerhatikan kualitas kredit yang 

disalurkan.
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Faktor internal bank yang harus juga diperhatikan dalam memberikan pembiayaan kepada 

masyarakat, salah satunya adalah berkaitan dengan resiko likuiditas yaitu pembiayaan non lancar 

(Non Performing Financing). Menurut Bank Indonesia bank yang sehat adalah bank yang 

memiliki Non Performing Financing (NPF) kurang dari 5%. Besar kecilnya NPF dapat dijadikan 

pertimbangan oleh bank syariah untuk menyalurkan dan memberikan pembiayaan kepada 

masyarakat, semakin besar pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan lebih berhati-hati 

dalam menyalurkan pembiayaan, karena apabila Non Performing Financing (NPF) cukup tinggi 

pada bank syariah akan mengurangi likuiditas dana yang akan di salurkan kepada masyarakat 

melalui pembiayaan, maka dari itu nilai NPF sangat berpengaruh terhadap pengendalian biaya 

dan sekaligus pula berpengaruh terhadap kebijakan pembiayaan yang akan dilakukan bank itu 

sendiri.
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Perkembangan besarnya nilai pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing) dan 

total pembiayaan yang di berikan kepada para nasabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(BPRS) Harta Insan Karimah Parahiyangan dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.1 

Data Perbandingan NPF dan Total Pembiayaan BPRS Harta Insan Karimah 

Parahiyangan 

Periode 2016-2018 

 

Tahun Triwulan NPF Total Pembiayaan 

2016 I 2.44% - 5,211,111 - 

 II 2.10% Turun 10,711,781 Naik 

 III 2.33% Naik 10,081,890 Turun 



 

 

 IV 2.14% Turun 9,081,168 Turun 

2017 I 2.44% Naik 7,287,502 Turun 

 II 2.37% Turun 11,507,439 Naik 

 III 3.07% Naik 9,600,376 Turun 

 IV 2.76% Turun 11,943,258 Naik 

2018 I 2.92% Naik 12,748,020 Naik 

 II 2.99% Naik 18,032,575 Naik 

 III 3.05% Naik 15,726,109 Turun 

 IV 2.62% Turun 22,535,856 Naik 

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi BPRS HIK Parahyangan 

 Dari tabel 1.1 diketahui bahwa rasio NPF BPRS HIK mengalami tren yang berfluktuasi 

dimana rasio NPF terendah terjadi pada triwulan II tahun 2016, dan rasio NPF tertinggi terjadi 

pada triwulan III 2017. Sedangkan rasio total pebiayaan dari tahun ketahun dan triwulan ke 

triwulan selalu mengalami naik-turun. Sehingga dapat diketahui bahwa terdapat  permasalahan, 

dimana pada sisi likuiditas perusahaan yang diukur dengan instrumen NPF mengalami 

peningkatan dan melebihi batas maksimumnya yang sudah ditetapkan Bank Indonesia yaitu 5% 

dan juga terdapat ketidaksesuaian dengan teori dimana pada saat nilai NPF yang dimiliki bank 

semakin tinggi maka semakin rendah pembiayaan yang disalurkan. NPF yang rendah 

menyebabkan bank akan meningkatkan pembiayaannya. 

Dari penjelasan diatas, bahwa NPF (Non Performing Financing) mempunyai pengaruh 

terhadap total pembiayaan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul 

PENGARUH NON PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP TOTAL 



 

 

PEMBIAYAAN PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH HARTA INSAN 

KARIMAH PARAHIYANGAN BANDUNG. 

B. Perumusan Masalah 

Mengacu kepada latar belakang masalah yang dikemukakan diatas mengenai masalah 

penanganan pembiayaan bermasalah, maka peneliti merumuskan dalam bentuk pertanyaan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan Non Performing Financing (NPF) di BPRS HIK?  

2. Bagaimana total pembiayaan di BPRS HIK? 

3. Seberapa besar pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap total pembiayaan 

pada BPRS HIK? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tingkat Non Performing Financing (NPF) di BPRS HIK Parahyangan. 

2. Untuk mengetahui total pembiayaan di BPRS HIK Parahyangan. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap total pembiayaan 

pada BPRS HIK Parahyangan.  

4. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi positif bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan bahan acuan teman-teman peneliti 

yang akan melaksanakan tugas akhir. 



 

 

b. Untuk menambah pengetahuan penulis dan berkontribusi sebagai referensi atau bahan 

pustaka bagi Universitas Islam Negri Sunan Gunung Djati Bandung. 

c. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah dibidang 

manajemen dana dan risiko Bank Syariah, khususnya yang berhubungan dengan 

penyaluran pembiayaan guna meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah (NPF). 

2. Secara Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan atau saran bagi pihak 

manajemen BPRS HIK Parahyangan dalam menerapkan kebijakan penyaluran pembiayaan 

sehingga bukan kerugian yang di dapat melainkan keuntungan.  

 


